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ABSTRAK

PERTIMBANGAN PENYIDIK DI POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN ASSESSMENT TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh : Albertus Ismoko Tri Handoyo

Maraknya peredaran narkotika dan jenis baru narkotika, merupakan tantangan
bagi BNN dan Polri dalam memberantas, penanggulangan narkotika. Salah satu
upaya negara menekan peredaran narkotika, melalui BNN dan Polri serta peran
serta masyarakat dalam menanggulangi,memberantas peredaran narkotika.
Korban penyalahgunaan narkotika dan peandu narkotika saat ini mendapatkan
kesempatan melakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial melalui
assessment. Bagi Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib
mendapatkan assessment, sesuai Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan secara
normative dengan metode pendekatan sejarah hukum dan politik hukum, sehingga
mengetahui permasalah dalam pemberian assessment, baik dari pertimbangan,
kendala dan kebijakannya. Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan
mengubah hukuman penjara (penal) menjadi rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yang membuat kesan lebih manusiawi.
Korban penyalahgunaan narkotika berhak mengajukan permohonan assessment
melalui keluarga, penasehat hukum,baik pada tingkat penyidikan, penuntutan,
atau persidangan (terdakwa) melalui jaksa atau hakim. Syarat dikabulkannya
assessment 1) tertangkap tangan, 2) barang bukti kurang dari 1 gram, 3) positif
menggunakan narkotika,4) tidak terlibat jaringan narkotika, bukan pengedar dan
bandar narkotika. Langkah pemerintah disatu sisi membuka pintu untuk tersangka
mensiasati mendapatkan assessment untuk menghindari hukuman penjara, disatu
sisi penegakan hukum yang tegas terasa berkurang dengan program rehabilitasi
ini.

Kata kunci : assessment, korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi.
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ABSTRACT

SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA’S CONSIDERATION POLICE
INVESTIGATORS IN GIVING ASSESSMENT OF SUSPECTED
NARCOTIC CRIMINAL

By : Albertus Ismoko Tri Handoyo

Rampant circulation and new types of narcotics, is a challenge for BNN and
police in countermeasures to combat narcotics. One of the efforts of the state to
suppress the circulation of narcotics, through BNN, Polri and community
participation in tackling, eradicating the narcotics. Victims of narcotics abuse and
narcotics addicts now have the opportunity to rehabilitate both medical and social
through assessment. Abuse and drugaddicts shall be assessed, in accordance with
articles 54 and 127 subsection (3) No. 35 of 2009 on Narcotics. This research is
done normatively with legal story and legal approach, so that the problem in
assessing, both from consideration, the obstacle and the policy. The government
enforce the law by corverting prison sentence into rehabilitation for victims of
drug abusewhice makesthe impression more humane. Narcotics abuse victims are
entitied to file family appraisals, lawyer, whether at the level of investigation,
prosecution or trial (defendant) through the presecutor or judge. Conditons for
grading assessment 1) caught, 2) evidence less than 1 gram,3) positive using
narcotics, 4) not involved narcotics networks, not narcotics and the drug dealers.
Government meansures on the side open the door for suspects to anticipate getting
assessed to avoid imprisionment, on the one hand a firm law envorcerment feels
diminished with this rehabilitation program.

Keywords: Assessment, Victims of narcotics,Rehabilitation
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